LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor S- 2%¢ [PKI2019
Tanggal : LY Do 2019
HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN REMBANG
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Kode Daerah; 1122
s s R CEg = : P o =l oy T — -
No:'|*  MateriRaperda - - | - :Re}_s_gmendas el . Keterangan . . -
71. Nama 7 -
2. Objek Ketentuan Pasal 22 disempumakan dan ditambahkan pasal baru menjadi
sebagai berikut:
Pasal 22 Pasal 22 Disesuaikan dengan
(1) obyek retribusi rumah potong hewan adalah penyediaan—pelayanan | (1) obyek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan ketentuan Pasal 134 UU
A W e e S i s il penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk Nomor 28 Tahun 2009.
; Materi dan legal drafting
; . ol vana produkava-ditusiy yaraka pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah — 29 raperda
sefta pemakaian fasiitas rumah potong hewan yang dikelola dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh seyogyanya hanya

pemerintah daerah. .
(1a) Pemetongan—temak—yang—produkaya—dijual—untuk—keonsumsi

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyedian rumah potong hewan yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN,

BUMD dan pihak swasta.

Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyedian fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal ....

Pemotongan ternak yang produknya dijual untuk konsumsi

masyarakat harus dilakukan di rumah potong hewan.

(2) Pemotongan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk pemotongan yang dilakukan dalam radius 14 km
dari rumah potong hewan terdekat.

(3) Apabila Pemerintah Daerah belum bisa menyediakan RPH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemotongan hewan

dapat dilakukan di tempat pemotongan hewan dengan
pengawasan dinas teknis terkait.

mengatur tentang objek
Retribusi Rumah Potong

saja.
Dengan demikian, materi
selain  objek  Retribusi

Rumah Potong Hewan
agar diatur pada pasal
tersendiri.




Retribusi

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan

jumlah ternak.

(2) Besarnya farif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut

No |  Struktur Tarif Jenis Tarif Besarnya Tarif (Rp.)
Sapi Jantan 4.,000,-fekor
1 PEMERIKSAAN Sapi betina 10.000,~/ekor
ANTEMORTEM
Kambing,domba 3.000,-/ekor
Karkas/daging sapi 4.000,-/ekor
2 PEMERIKSAAN
POSTMORTEM i
KtkBaE/Gang 2.000,-fekor
kambing domba
PEMAKAIAN ;
3 FASILITAS RPH Pemotengan Sapi 10.000,-/ekor

.Na.r_ RAE ..-‘Matéri-l'\;apefd'a A e f o : Yt -:Kfet_'éra'_ri gén-"
3. Subjek - -
4, Golongan Retribusi - .
5. | Cara Mengukur Tingkat - -
Penggunaan Jasa
6. Prinsip Penetapan Strukturdan | - -
Besarnya Tarif Retribusi
T Struktur dan Besamya Tarif Pasal 25 Telah sesuai dengan UU Nomor
28 Tahun 2009.
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Ketentuan Pasal 35 disesmpumakan méhja‘di sebageii berikut: T T )
Pasal 35 Pasal 35
(1) Struktur tarif digolongkan pada produksi usaha daerah. (1) Strukfur tarif digolongkan pada produksi usaha daerah.
(2) Besarnya Retribusi produksi usaha daerah ditetapkan: (2) Besarnya Retribusi produksi usaha daerah ditetapkan:
a. Bidang Pertanian meliputi ; a. Bidang Pertanian meliputi :
i. Benih Padi Rp. 7.000,-/Kg i. Benih Padi Rp. 7.000,-/Kg
il. Gabah Konsumsi Rp. 3.000,-/Kg ii. Gabah Konsumsi Rp. 3.000,-/Kg
iii. Buah Mangga Rp. 1.500,-/Kg jii. Buah Mangga Rp. 1.500,-/Kg
iv. Jagung Konsumsi Rp. 2.000,-/Kg iv. Jagung Konsumsi Rp. 2.000,-/Kg
v. Kedelai Konsumsi  Rp. 3.500,-/Kg v. Kedelai Konsumsi  Rp. 3.500,-/Kg
b. Bidang Perikanan meliputi : b. Bidang Perikanan meliputi:
NO |  IKAN | UKURAN | SATUAN [ HARGA | KET NO [ IKAN | UKURAN [ SATUAN | HARGA | KET
BENIH IKAN BENIH IKAN Struktur tarif retribusi
1 Lele 3—5cm ekor 125 1 Lele 3-5cm ekor 125 disempumakan agar tidak
5 Tem ekor 225 6-7cm ekor 225 rancu.
7—Bem ekor 525 8-9cm ekor 525
O —2em ekor 775 10-12cm | ekor 175
2 Nila Merah 3—5em ekor 120 2 Nila Merah 3-5cm ekor 120
G—F-ct ekor 175 6-7cm ekor 175
7—9em ekor 225 8-9cm ekor 225
9—1Zem ekor 375 10-12cm | ekor 375
3 Nila Hitam 3—5em ekor 120 3 Nila Hitam 3-5cm ekor 120
5—T7em ekor 175 6-7cm ekor 175
+—Oem ekor 225 8-9cm ekor 225
9—12em ekor 275 10-12cm | ekor 275
4 lkan Mas 3—5em ekor 150 4 lkan Mas 3-5cm ekor 150
&—7 -6 ekor 225 6-7cm ekor 225
—Lom ekor 300 8-9cm ekor 300
9—142-em ekor 400 10-12cm | ekor 400
5 Tawes 3—5em ekor 100 5 Tawes 3-5¢cm ekor 100
5 Tem ekor 200 6-7cm ekor 200

e
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' ) ' : ekor 8-9cm ekor 275 ' ‘
ekor 10-12cm | ekor 350
6 Karper 3—5em ekor 3-5cm ekor 125
5—Fem ekor 6-7cm ekor 250
7-9¢m ekor §-9cm ekor 325
9—4Zem ekor 400 10-12cm | ekor 400
7 Gurami 3—bem ekor 1.550 7 Gurami 3-5cm ekor 1.550
5—7Fcm ekor 2.100 6-7cm ekor 2.100
—9em ekor 2.600 8§-9cm ekor 2.600
9—1lem ekor 3.100 : 10-12cm | ekor 3.100
8 Patin 3—5-cm ekor 1.000 8 Patin 3-5cm ekor 1.000
§5—f-em ekor 1.500 6-7cm ekor 1.500
INDUK IKAN INDUK IKAN
1 Lele Kg 90.000 1 Lele Kg 90.000
2 Nila Merah Kg 35.000 2 Nila Merah Kg 35.000
3 Nila Hitam Kg 35.000 3 Nila Hitam Kg 35.000
4 Ikan Mas Kg 85,000 4 lkan Mas Kg 85.000
5 Koi Pasang | 125.000 5 Koi Pasang | 125.000
6 | Patin Kg 300.000 6 Patin Kg 300.000
7 Gurami Kg 70.000 7 Gurami Kg 70.000
8 Bawal Kg 85.000 8 Bawal Kg 85.000
9 Karper Kg 55.000 9 Karper Kg 55.000
10 | Tawes Kg 40.000 10 | Tawes Kg 40.000
c. Bidang Peternakan meliputi : c. Bidang Peternakan meliputi :
No |  Struktur Tarif Jenis tarif Besarnya Tarif (Rp) | | No | Struktur Tarif Jenis tarif Besarnya Tarif (Rp
Bibit Ternak/ Sarana Prasarana dan Bibit Ternak/ Sarana Prasarana dan
1 | Straw Inseminasi | Pelayanan Inseminasi 59'000’.' . 1 | Straw Inseminasi | Pelayanan Inseminasi 59'000': .
/ekorfinseminasi lekorfinseminasi
Buatan Buatan Buatan Buatan




0

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasalfayat dan/atau penambahan babiba

Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

gian/pasallayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam

No. | .::Maf‘?r_"ifﬁé‘i’ei’d?';?L":,. =iy S L Keterangan
8. Wilayah Pemungutan - -
9. Penentuan Pembayaran, Tempat| - -
Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran
10. | Sanksi:
a. Administratif - R
b. Pidana E -
11. | Penagihan - 5
12. | Penghapusan Piutang Retribusi | - -
yang Kedaluwarsa
13. | Tanggal Mulai Berlakunya. Pasal Il Telah sesuai dengan UU Nomor
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 28 Tahun 2009.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang.
14. | Lain-lain = z
Catatan:
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